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Abstrak 
 

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi strategi penting pemerintah untuk menciptakan tata 
kelola yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan 
menggambarkan kesiapan digital aparatur Kecamatan Hutaimbaru, mengidentifikasi hambatan dan peluang 
implementasi digitalisasi di tingkat kecamatan dan desa, serta merumuskan model kolaborasi digital yang 
dapat dijadikan acuan bagi daerah lain. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi lapangan, 
penelitian ini melibatkan 16 responden dari aparatur dan masyarakat melalui angket serta wawancara 
mendalam. Hasil menunjukkan bahwa aparatur berada pada kategori cukup siap secara digital, dengan 
kemampuan dasar mengoperasikan sistem dan komitmen terhadap inovasi. Hambatan utama meliputi 
keterbatasan jaringan internet, minimnya pelatihan, kurangnya fasilitas perangkat digital, dan rendahnya 
literasi masyarakat. Namun, terdapat peluang penguatan dari dukungan pimpinan, potensi generasi muda, 
dan kebijakan pemerintah pusat. Penelitian ini menghasilkan model Collaborative Digital Governance yang 
melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra eksternal untuk memperkuat integrasi sistem 
informasi dan kapasitas SDM. Secara keseluruhan, transformasi digital di Kecamatan Hutaimbaru masih 
dalam tahap adaptasi, dengan kepuasan masyarakat berada pada kategori cukup puas (63,8%), sehingga 
perlu peningkatan kompetensi aparatur dan infrastruktur digital. 
 
Kata kunci: Pelayanan Publik, Pemerintahan Kecamatan, Transformasi Digital 

 

Abstract 

Digital transformation in public services is an essential government strategy to create governance that is 
efficient, transparent, and responsive to public needs. This study aims to describe the digital readiness of 
government officials in Hutaimbaru Subdistrict, identify the challenges and opportunities in implementing 
digitalization at the subdistrict and village levels, and formulate a digital collaboration model that can serve 
as a reference for other regions. Using a qualitative descriptive method with field studies, this research 
involved 16 respondents consisting of government officials and community members through questionnaires 
and in-depth interviews. The results show that the officials are categorized as moderately ready in terms of 
digital capability, possessing basic operational skills and a strong commitment to innovation. The main 
obstacles include limited internet connectivity, lack of technical training, insufficient digital facilities, and low 
public digital literacy. However, there are significant opportunities for improvement through leadership 
support, the potential of young generations, and central government policies promoting digital governance. 
This study proposes a Collaborative Digital Governance model that emphasizes synergy between 
government, community, and external partners to strengthen information system integration and human 
resource capacity. Overall, digital transformation in Hutaimbaru Subdistrict is still in the adaptation stage, 
with public satisfaction rated as moderately satisfied (63.8%), indicating the need for further improvement in 
officials’ competencies and digital infrastructure. 
 
Key words: Public Service, District Government, Digital Transformation 
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PENDAHULUAN 
Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi modern di 

berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi informasi 
untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam 
konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, digitalisasi tidak hanya menyentuh level 
pemerintah pusat atau kabupaten/kota, tetapi juga harus menjangkau unit pemerintahan terdepan, 
yaitu kecamatan dan desa, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kecamatan memiliki 
posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan pelaksanaan 
pelayanan publik di tingkat desa. Oleh karena itu, kesiapan digital aparatur pemerintahan 
kecamatan menjadi kunci keberhasilan transformasi layanan publik yang efektif dan berkelanjutan. 

Transformasi digital merupakan perubahan mendasar dalam cara organisasi pemerintahan 
beroperasi dan memberikan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital (Mergel et al., 2019). 
Proses ini tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi informasi, tetapi juga mencakup 
restrukturisasi proses kerja, perubahan budaya organisasi, serta peningkatan kompetensi sumber 
daya manusia. Dalam konteks pemerintahan, transformasi digital bertujuan menciptakan layanan 
publik yang lebih efisien, inklusif, dan transparan. Menurut West (2022), digital governance 
menuntut integrasi antara sistem informasi, kebijakan publik, dan kompetensi digital aparatur agar 
inovasi teknologi dapat benar-benar meningkatkan efektivitas layanan. Pemerintah yang mampu 
menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi akan lebih tanggap terhadap kebutuhan 
masyarakat dan mampu memperkuat legitimasi institusionalnya. Transformasi digital adalah proses 
perubahan fundamental yang dilakukan organisasi atau pemerintahan dengan memanfaatkan 
teknologi digital melalui proses kerja, perubahan budaya organisasi, dan peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem dan layanan yang lebih efisien, 
transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna atau masyarakat. 

Secara umum, transformasi digital di sektor publik didefinisikan sebagai proses pemanfaatan 
teknologi digital untuk memperbaiki cara lembaga pemerintahan memberikan layanan, berinteraksi 
dengan masyarakat, serta mengelola sumber daya. Escobar et al. (2023) dalam artikelnya Digital 
Transformation Success in the Public Sector: A Systematic Literature Review of Cases, Processes, 
and Success Factors menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan 
oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia. 
Temuan mereka menyoroti pentingnya keseimbangan antara aspek teknis dan non-teknis agar 
digitalisasi pelayanan publik berjalan efektif dan berkelanjutan. Rahayu dan Hidayat (2021) 
menemukan bahwa tingkat kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan e-
government masih tergolong sedang, dengan tantangan utama berupa keterbatasan kompetensi 
digital dan fasilitas pendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya 
persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan budaya kerja birokrasi. 

Selanjutnya, Latupeirissa et al. (2024) dalam Transforming Public Service Delivery: A 
Comprehensive Review of Digitization Initiatives menjelaskan bahwa digitalisasi di sektor publik 
memang meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan 
seperti kesenjangan digital, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya literasi digital 
aparatur. Sementara itu, Ariyadi dan Akbar (2025) dalam kajiannya Public Services in the Digital 
Age: A Systematic Review and Bibliometric Analysis of Trends and Challenges in Digital 
Governance menunjukkan bahwa penelitian-penelitian transformasi digital umumnya masih 
terfokus pada level nasional dan perkotaan besar. Kajian tentang penerapan digitalisasi di tingkat 
kecamatan dan desa masih sangat terbatas, padahal kedua level pemerintahan tersebut berperan 
penting dalam pelayanan publik dasar. 

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum banyak studi yang mengkaji 
kesiapan digital aparatur di tingkat kecamatan serta bentuk kolaborasi digital antara kecamatan dan 
desa dalam sistem pelayanan publik terpadu. Padahal, hubungan kerja antara kedua unit 
pemerintahan ini merupakan elemen kunci dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah. 
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa analisis empiris tentang 
kesiapan digital aparatur pemerintahan di Kecamatan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, serta 
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pengembangan model kolaborasi digital antara kecamatan dan desa untuk meningkatkan efisiensi 
pelayanan publik berbasis teknologi. Pratiwi dan Nugroho (2020) menyatakan bahwa digitalisasi 
pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0 meningkatkan efisiensi dan transparansi, meski masih 
terkendala resistensi aparatur dan rendahnya literasi digital masyarakat. Temuan serupa 
disampaikan oleh Firmansyah dan Yuliani (2022) di Pemerintah Kota Bandung, yang menilai sistem 
digital memperkuat efektivitas dan akuntabilitas birokrasi, namun integrasi antarinstansi masih 
lemah. Sementara itu, Hasibuan dan Simanjuntak (2023) menemukan bahwa aparatur desa di 
Padangsidimpuan, termasuk Kecamatan Hutaimbaru, memiliki motivasi tinggi tetapi kemampuan 
digital yang masih terbatas, menandakan daerah ini masih dalam tahap awal transformasi digital. 

Kesiapan digital (digital readiness) menggambarkan kemampuan individu atau organisasi 
untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
(Howard et al., 2018). Dalam konteks aparatur pemerintahan, kesiapan digital tidak hanya terkait 
dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga mencakup 
sikap positif terhadap inovasi, dukungan organisasi, serta kebijakan kelembagaan yang 
memfasilitasi proses digitalisasi (Eom, 2021). Secara operasional, kesiapan digital dapat dianalisis 
melalui tiga dimensi utama. Pertama, kapasitas individu, yang meliputi literasi digital, pengetahuan 
teknologi, dan keterampilan adaptif untuk menghadapi perubahan. Kedua, dukungan institusional, 
yang mencakup ketersediaan infrastruktur, program pelatihan, dan sistem penghargaan yang 
mendorong penggunaan teknologi. Ketiga, budaya organisasi digital, yaitu sejauh mana instansi 
memiliki pola kerja, norma, dan nilai-nilai yang menumbuhkan inovasi dan mendukung transformasi 
digital secara berkelanjutan (Mergel et al., 2019). 

Keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik sangat bergantung pada 
kemampuan lembaga pemerintahan untuk berkolaborasi secara lintas sektor maupun lintas level 
(Bekkers & Tummers, 2018). Di Indonesia, kolaborasi digital antara kecamatan dan desa menjadi 
aspek krusial karena kedua unit pemerintahan ini memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan 
layanan dasar kepada masyarakat. Kolaborasi digital dapat diwujudkan melalui berbagi data, 
sinkronisasi sistem layanan, dan koordinasi yang didukung oleh platform digital terpadu. Penelitian 
Latupeirissa et al. (2024) menekankan bahwa efektivitas digital governance di tingkat daerah 
sangat ditentukan oleh keterhubungan antarunit organisasi yang sebelumnya berjalan secara 
terpisah. Oleh karena itu, model kolaborasi digital sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan 
kondisi lokal, kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah. 

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana aparatur 
pemerintahan Kecamatan Hutaimbaru telah siap secara kompetensi, infrastruktur, dan 
kelembagaan dalam melaksanakan pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, penelitian ini juga 
berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 
transformasi digital, serta merancang model kolaborasi yang sesuai dengan konteks lokal. 
Kecamatan Hutaimbaru dipilih karena berada pada tahap transisi transformasi digital pelayanan 
publik, di mana pemanfaatan teknologi telah mulai diterapkan namun belum optimal. Kondisi ini, 
ditambah dengan keterbatasan infrastruktur, kapasitas aparatur, dan literasi digital masyarakat, 
menjadikan Hutaimbaru relevan untuk mengkaji tantangan dan efektivitas pelayanan publik 
berbasis digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini 
dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena transformasi digital yang 
sedang berlangsung di tingkat kecamatan, termasuk dinamika sosial dan kelembagaan yang 
menyertainya. 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) memperoleh gambaran nyata tentang 
tingkat kesiapan digital aparatur pemerintahan Kecamatan Hutaimbaru, (2) mengidentifikasi 
hambatan dan peluang dalam implementasi transformasi digital di tingkat kecamatan dan desa, 
serta (3) menghasilkan model kolaborasi digital yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah 
lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap 
pengembangan kajian e-governance serta kontribusi praktis dalam memperkuat tata kelola 
pemerintahan daerah berbasis teknologi di Indonesia. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu deskriptif kalitatif dan kuantitatif melalui 
survei kepuasan pengguna dengan tujuan menganalisis kesiapan digital aparatur pemerintahan di 
Kecamatan Hutaimbaru serta pengembangan model kolaborasi digital antara kecamatan dan desa 
guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian 
menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap proses transformasi digital, persepsi 
aparatur, kondisi infrastruktur, serta interaksi antar unit pemerintahan, aspe-aspek yang tidak 
mudah diukur secara kuantitatif (Rahmawati, 2024). Desain penelitian bersifat studi kasus, dengan 
Kecamatan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan sebagai lokasi. Pendekatan studi kasus 
memungkinkan penelitian untuk menggali konteks sosial, budaya organisasi, dan faktor 
kelembagaan yang memengaruhi kesiapan digital aparatur dan kolaborasi antar level pemerintahan 
(Samosir, 2023). Penelitian dilaksanakan secara sistematis melalui observasi lapangan, 
wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait kebijakan serta sistem pelayanan digital baik 
di kecamatan maupun desa. 

Populasi penelitian mencakup seluruh aparatur pemerintahan di Kecamatan Hutaimbaru dan 
aparatur desa yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sampel diambil 
secara purposive sampling, yakni aparatur yang berperan langsung dalam penggunaan sistem 
layanan digital, koordinasi administrasi, atau pengelolaan data antar unit pemerintahan (Sugiyono, 
2016). Penelitian ini melibatkan 16 responden yang dipilih secara purposive karena keterlibatan 
langsung dalam pelayanan publik berbasis digital di Kecamatan Hutaimbaru. Sebagai penelitian 
studi kasus, fokus penelitian adalah pada kedalaman analisis terhadap proses transformasi digital, 
bukan pada generalisasi statistik. Jumlah responden dinilai memadai karena telah mencakup 
variasi aktor kunci dan informasi yang diperoleh telah mencapai kejenuhan (data saturation). 
Namun demikian, keterbatasan jumlah responden menjadikan temuan penelitian bersifat 
kontekstual, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas. Selain itu, 
dokumen kebijakan, laporan pelayanan publik, dan data infrastruktur teknologi juga dijadikan 
sebagai sumber data sekunder untuk memperkuat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui beberapa metode yang saling melengkapi: (1) wawancara semi terstruktur dengan aparatur 
kecamatan dan desa untuk memahami persepsi, pengalaman, dan kendala dalam transformasi 
digital; (2) observasi partisipatif untuk melihat langsung penggunaan sistem digital, interaksi antar 
unit pemerintahan, serta alur kerja pelayanan publik; (3) survei kepuasan pengguna; dan (4) studi 
dokumentasi terhadap regulasi, panduan operasional, laporan layanan, dan data infrastruktur 
teknologi yang relevan. Validitas data ditingkatkan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, 
dan konfirmasi dengan informan kunci (Rahmawati, 2024). 

Instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan lembar observasi yang disusun 
berdasarkan indikator kesiapan digital aparatur, kolaborasi digital, dan efisiensi pelayanan publik. 
Instrumen tersebut diuji melalui validasi isi (content validity) oleh pakar manajemen pemerintahan 
dan praktisi digital governance untuk memastikan relevansi serta keterukuran indikator yang 
digunakan. Analisis data dilakukan secara tematik dan kontekstual. Data wawancara, observasi, 
dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor-faktor yang memengaruhi 
kesiapan digital aparatur serta pengembangan kolaborasi digital. Tahapan analisis meliputi: (1) 
transkripsi data, (2) pengkodean awal, (3) pengelompokan kode menjadi tema-tema utama, dan 
(4) interpretasi hubungan antar tema dengan tujuan penelitian. Untuk menjaga keandalan temuan, 
peneliti melakukan triangulasi data dan cross check terhadap dokumentasi yang ada (Rahmawati, 
2024; Samosir, 2023). Dengan rancangan metode tersebut, hasil penelitian ini dapat memberikan 
pemahaman komprehensif dan valid mengenai kesiapan digital aparatur, mekanisme kolaborasi 
digital antara kecamatan dan desa, serta faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi pelayanan 
publik di Kecamatan Hutaimbaru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transformasi digital pelayanan publik di 

Pemerintahan Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan telah berjalan secara bertahap dan 
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menunjukkan kemajuan walaupun belum signifikan. Upaya digitalisasi dimulai sejak tahun 2022 
dengan fokus pada layanan administrasi kependudukan, surat keterangan, dan pengaduan 
masyarakat. Penerapan sistem digital ini merupakan bagian dari implementasi e-government yang 
sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis 
elektronik di tingkat daerah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa 
aparatur Kecamatan Hutaimbaru, diketahui bahwa tingkat kesiapan digital aparatur secara umum 
berada pada kategori sedang atau cukup siap. Sebagian besar pegawai sudah memahami 
pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan telah menggunakan 
perangkat komputer, internet, serta berbagai aplikasi digital seperti SIAK Online, dan sistem 
informasi kependudukan daerah. Namun, masih ada pegawai yang belum sepenuhnya menguasai 
fitur-fitur lanjutan, terutama dalam pengelolaan data, unggahan dokumen digital, dan pelaporan 
melalui sistem terintegrasi. Aparatur juga menunjukkan motivasi dan komitmen tinggi untuk 
beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena digitalisasi dianggap dapat mempercepat 
pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan transparansi birokrasi. Meskipun demikian, 
mereka menilai pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih sangat 
dibutuhkan agar sistem digital yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa aparatur Kecamatan Hutaimbaru telah memiliki kesiapan mental dan 
sikap yang baik terhadap transformasi digital, tetapi masih memerlukan dukungan kompetensi 
teknis dan infrastruktur yang memadai agar proses digitalisasi dapat berjalan lebih efektif. 

Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 16 responden yang merupakan masyarakat 
pengguna layanan publik berbasis digital di Kecamatan Hutaimbaru, diperoleh gambaran umum 
mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek transformasi digital pelayanan 
publik. Responden dipilih secara purposif, yaitu masyarakat yang telah memanfaatkan layanan 
administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan informasi melalui sistem digital yang 
disediakan oleh pemerintah kecamatan. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh gambaran 
bahwa tingkat kepuasan masyarakat secara umum berada pada kategori cukup puas. Hal ini 
menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital sudah mulai diterapkan di lingkungan 
Pemerintahan Kecamatan Hutaimbaru, implementasinya belum sepenuhnya optimal dalam 
memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. 

Jika dilihat berdasarkan aspek penilaian, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 1.  

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Berbasis Digital 
 

Aspek Penilaian 

Persentase (%) 

Kategori Sangat 
Puas  

Puas 
Cukup 
Puas  

Kurang 
Puas 

Rata-
rata 

Kemudahan akses 
layanan digital 

12,5 25 43,8 18,7 66,3 
Cukup 
Puas 

Kecepatan proses 
pelayanan 

6,2 25 43,8 25 64,3 
Cukup 
Puas 

Ketepatan hasil 
pelayanan 

12,5 18,8 43,8 25 63,8 
Cukup 
Puas 

Ketersediaan 
informasi publik 

6,2 18,8 43,8 31,2 61,3 
Kurang 
Puas 

Responsivitas dan 
sikap petugas 

12,5 31,2 37,5 18,8 67,5 
Cukup 
Puas 

Kemudahan sistem 
pengaduan online 

6,2 12,5 43,8 37,5 59,3 
Kurang 
Puas 

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 
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Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa aspek responsivitas dan sikap petugas memperoleh nilai 
kepuasan tertinggi, yaitu 67,5% (kategori cukup puas). Artinya, meskipun sistem digital masih 
memiliki keterbatasan, masyarakat tetap menilai positif perilaku dan pelayanan petugas kecamatan 
yang responsif, ramah, dan membantu dalam proses pelayanan daring. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa faktor manusia (human service) masih berperan penting dalam 
keberhasilan transformasi digital pelayanan publik. Selanjutnya, aspek kemudahan akses layanan 
digital juga menunjukkan hasil cukup baik dengan nilai 66,3%, diikuti oleh kecepatan proses 
pelayanan (64,3%) dan ketepatan hasil pelayanan (63,8%). Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa 
penerapan sistem digital di Kecamatan Hutaimbaru telah memberikan perubahan dalam efisiensi 
waktu dan kemudahan prosedur pelayanan, meskipun masih belum maksimal dalam konsistensi 
hasil dan kecepatan proses. 

Sebaliknya, dua aspek dengan tingkat kepuasan terendah adalah ketersediaan informasi 
publik (61,3%) dan kemudahan sistem pengaduan online (59,3%), keduanya masuk dalam kategori 
kurang puas. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih kesulitan dalam mengakses 
informasi publik secara lengkap dan terkini, serta belum mendapatkan pengalaman yang baik 
dalam menggunakan sistem pengaduan daring. Sebagian besar responden menyebutkan kendala 
jaringan internet, kurangnya sosialisasi, dan respon lambat terhadap pengaduan sebagai penyebab 
utama ketidakpuasan tersebut. 

Jika dilihat secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa aspek dengan nilai tertinggi adalah 
responsivitas dan sikap petugas dengan rata-rata kepuasan 67,5% (kategori cukup puas), 
sedangkan aspek dengan nilai terendah adalah kemudahan sistem pengaduan online dengan nilai 
59,3% (kategori kurang puas). Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 16 responden dari 
unsur masyarakat dan aparatur pemerintahan, diperoleh gambaran bahwa tingkat kesiapan digital 
aparatur Kecamatan Hutaimbaru berada pada kategori sedang (cukup siap). Hal ini terlihat dari 
hasil angket kepuasan masyarakat yang menunjukkan rata-rata penilaian 63,8%, dengan kategori 
cukup puas terhadap penerapan sistem pelayanan publik digital. 

Sebagian besar masyarakat telah merasakan manfaat dari digitalisasi pelayanan publik, 
namun masih ada hambatan signifikan yang mengurangi efektivitas implementasi transformasi 
digital di tingkat kecamatan. Hambatan tersebut meliputi ketidakstabilan jaringan internet, 
kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi digital, serta belum tersedianya sistem pelayanan 
daring yang sepenuhnya terintegrasi. Hasil ini menunjukkan bahwa transformasi digital di 
Kecamatan Hutaimbaru masih berada pada tahap awal (early implementation), di mana teknologi 
informasi telah diperkenalkan namun belum sepenuhnya mendukung otomatisasi dan efisiensi 
layanan publik. Hal ini sejalan dengan model e-Government Maturity (Layne & Lee, 2001), yang 
menjelaskan bahwa pada tahap awal transformasi digital, pemerintah masih menghadapi kendala 
dalam integrasi sistem, kesiapan sumber daya manusia, dan adopsi teknologi oleh masyarakat. 
Temuan penelitian ini juga memperkuat teori Technology Acceptance Model (TAM) bahwa persepsi 
kemudahan dan kemanfaatan teknologi berpengaruh langsung terhadap tingkat penerimaan 
masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Hutaimbaru sudah mulai menerima keberadaan 
layanan digital, tetapi masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakannya secara 
optimal, terutama masyarakat lanjut usia dan yang tinggal di daerah dengan konektivitas rendah. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap layanan publik 
digital di Kecamatan Hutaimbaru masih moderat, yang dapat dijelaskan melalui Technology 
Acceptance Model (TAM). Berdasarkan TAM, penerimaan teknologi dipengaruhi oleh perceived 
ease of use dan perceived usefulness. Rendahnya kepuasan pada kemudahan akses, informasi 
publik, dan sistem pengaduan online menunjukkan bahwa masyarakat lanjut usia mengalami 
kesulitan dalam menggunakan layanan digital akibat kompleksitas sistem, istilah teknis, dan 
keterbatasan literasi digital. Selain itu, manfaat layanan digital belum dirasakan sepenuhnya 
dibandingkan layanan tatap muka, sehingga behavioral intention to use masih rendah. Hal ini 
menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan penyederhanaan sistem, 
pendampingan langsung, dan peningkatan literasi digital, terutama bagi kelompok rentan seperti 
lanjut usia. 
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Penerapan transformasi digital pelayanan publik di Kecamatan Hutaimbaru telah membawa 
kemajuan terhadap pola layanan birokrasi, tetapi masih memerlukan perbaikan pada sisi 
infrastruktur teknologi, kesiapan aparatur, dan literasi digital masyarakat. Terdapat beberapa 
peluang strategis untuk mendorong keberhasilan transformasi digital di tingkat kecamatan dan 
desa, seperti komitmen pimpinan daerah dan aparatur kecamatan dalam memperkuat tata kelola 
digital, didukung oleh peningkatan penggunaan perangkat digital di kantor pemerintahan, serta 
partisipasi aktif masyarakat muda yang adaptif terhadap inovasi layanan berbasis teknologi. 
Berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan, penelitian ini merumuskan model kolaborasi 
digital pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah lainnya, khususnya 
pada tingkat kecamatan. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, 
masyarakat, dan lembaga mitra dalam membangun ekosistem pelayanan publik digital yang 
berkelanjutan melalui tiga komponen utama, yaitu kolaborasi internal pemerintahan, kolaborasi 
eksternal dengan masyarakat, serta kolaborasi dengan mitra teknologi dan desa digital.  

Kolaborasi internal dilakukan melalui sinergi antarbagian di lingkungan Kecamatan 
Hutaimbaru, seperti pelayanan umum, kependudukan, dan perizinan, dengan memanfaatkan 
sistem digital terintegrasi untuk menciptakan efisiensi dan menghindari duplikasi proses. Kolaborasi 
eksternal diwujudkan melalui penguatan komunikasi dua arah dengan masyarakat menggunakan 
platform digital seperti portal pengaduan daring, aplikasi pelayanan terpadu, dan media sosial resmi 
guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Sementara itu, kolaborasi 
dengan mitra teknologi dan desa digital dilakukan melalui kemitraan dengan penyedia layanan 
internet, universitas, dan komunitas digital lokal untuk meningkatkan kapasitas sumber daya 
manusia serta memperluas jaringan infrastruktur teknologi hingga ke tingkat desa. Secara 
keseluruhan, model ini menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak dapat berjalan 
secara parsial, melainkan harus melibatkan ekosistem kolaboratif yang saling memperkuat. Sejalan 
dengan penelitian Renanda dan Rosidin (2025), yang menegaskan bahwa kolaborasi lintas aktor 
merupakan faktor utama dalam memperkuat efektivitas tata kelola digital, meningkatkan 
akuntabilitas, serta memperluas jangkauan layanan publik secara inklusif. Hal ini juga sejalan 
dengan penelitian Sutopo dan Wulandari (2022) melalui penelitian di Kabupaten Banyuwangi 
memperkenalkan konsep Collaborative Digital Governance sebagai pendekatan efektif untuk 
memperkuat tata kelola digital di tingkat desa. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antara 
pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan inovasi 
digital. Pendekatan kolaboratif tersebut memberikan inspirasi bagi pemerintah kecamatan untuk 
mengembangkan pola kerja serupa yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. 

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kualitas sistem 
digital, pelatihan aparatur, dan sosialisasi publik yang lebih intensif agar transformasi digital 
pelayanan publik benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Pemerintah Kecamatan Hutaimbaru juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas 
sistem pengaduan online dan memperluas akses jaringan internet di wilayah pelayanan. 
Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap transformasi digital pelayanan 
publik di Kecamatan Hutaimbaru masih berada pada kategori cukup puas hingga kurang puas, 
menandakan perlunya perbaikan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, keberadaan sistem 
digital telah membuka peluang bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi menuju 
pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif di masa mendatang. 

 
SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran angket dan wawancara dengan aparatur 
serta masyarakat Kecamatan Hutaimbaru, diketahui bahwa tingkat kesiapan digital aparatur berada 
pada kategori cukup siap. Sebagian besar pegawai sudah memahami pentingnya digitalisasi 
pelayanan publik dan mampu mengoperasikan sistem seperti SIAK Online dan aplikasi surat 
menyurat, meskipun masih terkendala kemampuan teknis dan fasilitas yang terbatas. Hambatan 
utama yang dihadapi meliputi jaringan internet yang belum stabil di beberapa desa, kurangnya 
pelatihan, minimnya perangkat digital, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Meski begitu, 
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terdapat peluang besar seperti dukungan pimpinan kecamatan, aparatur muda yang melek 
teknologi, serta kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan digitalisasi, sehingga 
Kecamatan Hutaimbaru kini berada pada tahap adaptasi terhadap sistem digital. Berdasarkan 
temuan penelitian, model kolaborasi digital yang efektif dapat dibangun melalui kerja sama antara 
pemerintah, masyarakat, dan mitra eksternal. Pemerintah perlu mengintegrasikan sistem 
antarbidang, masyarakat dapat terlibat melalui kanal digital seperti media sosial dan aplikasi 
pengaduan online, sementara mitra eksternal seperti universitas dan penyedia teknologi dapat 
membantu pelatihan dan penguatan infrastruktur. Model ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi 
daerah lain dalam mewujudkan pelayanan publik digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. 
Secara keseluruhan, transformasi digital di Kecamatan Hutaimbaru masih dalam tahap penguatan 
sistem dan peningkatan kemampuan aparatur, namun sudah menunjukkan perubahan positif 
berupa meningkatnya kesadaran digital dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. 

Pemerintah Kecamatan Hutaimbaru disarankan untuk meningkatkan kompetensi digital 
aparatur melalui pelatihan teknis rutin yang fokus pada pengelolaan sistem digital, keamanan data, 
dan layanan berbasis aplikasi, disertai pendampingan langsung di lapangan. Selain itu, perlu 
dilakukan penguatan infrastruktur teknologi informasi dengan memastikan jaringan internet yang 
stabil hingga ke desa-desa serta menambah peralatan pendukung seperti komputer dan server. 
Upaya peningkatan literasi digital masyarakat juga penting dilakukan melalui sosialisasi dan kerja 
sama dengan sekolah, karang taruna, serta komunitas lokal agar warga dapat memanfaatkan 
layanan daring dengan baik. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem informasi yang 
terintegrasi antarbidang pelayanan dan memperbarui informasi publik secara berkala melalui situs 
resmi untuk meningkatkan transparansi. Di sisi lain, kolaborasi dengan universitas, lembaga riset, 
dan perusahaan teknologi lokal perlu diperkuat guna mendorong inovasi digital, pelatihan aparatur, 
serta penelitian lanjutan tentang efektivitas pelayanan publik digital. 

 
UCAPAN TERIMAKASIH  

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh aparatur Kecamatan Hutaimbaru 
dan masyarakat yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini serta 
memberikan informasi dan pengalaman berharga terkait pelaksanaan transformasi digital 
di wilayahnya. Terima kasih juga kepada pihak Pemerintah Kecamatan Hutaimbaru yang 
telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Terimakasih 
juga kepada rekan peneliti serta semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga 
hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata dalam 
pengembangan pelayanan publik berbasis digital di tingkat kecamatan dan daerah lainnya. 
 
DAFTAR PUSTAKA  
  
Ariyadi, M., & Akbar, R. (2025). Public services in the digital age: A systematic review and 

bibliometric analysis of trends and challenges in digital governance. Journal of Government 
and Digital Society, 7(1), 45-63.  

Bekkers, V., & Tummers, L. (2018). Innovation in the public sector: The impact of digital governance 
and collaboration. Public Management Review, 20(5), 685-706. 

Eom, S. J. (2021). Digital readiness and the transformation of public administration: A framework 
for developing countries. International Journal of Public Sector Management, 34(4), 513-530. 

Escobar, A., Serrano, M., & Gámez, M. (2023). Digital transformation success in the public sector: 
A systematic literature review of cases, processes, and success factors. Government 
Information Quarterly, 40(2), 101-128.  

Firmansyah, A., & Yuliani, N. (2022). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Berbasis Digital di 
Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 145-157. 

Hasibuan, R., & Simanjuntak, D. (2023). Analisis Kesiapan Digitalisasi Pelayanan di Pemerintahan 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1495416921&1&&2017
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah


Analisis Transformasi Digital Pelayanan Publik di Pemerintahan 
Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan 

 
Elfi Syahri Ramadhona, Tri Eva Juniasih 

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: 
Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 
E-ISSN : 2598-6236 

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah 

 
 

 
 

354 
Volume 10, Nomor 1, Februari 2026 

Desa se-Kota Padangsidimpuan. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah, 5(1), 33-44. 
Howard, C., Wu, Z., & Young, M. (2018). Building digital readiness in public administration: Human 

factors and technology acceptance. Government Information Quarterly, 35(2), 283-295. 
Latupeirissa, J., Ng, K. H., & Fernando, L. (2024). Transforming public service delivery: A 

comprehensive review of digitization initiatives. Public Administration Review, 84(3), 567-582. 
Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert 

interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101-110. 
Ningtias, R., & Winanda, N. R. (2023). Analisis kesiapan desa dalam menerapkan e-government: 

Studi kasus Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Panoptikon: Jurnal 
Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(2). 

Pratiwi, S., & Nugroho, B. (2020). Transformasi Digital Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 
4.0: Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Jurnal Kebijakan 
Publik, 12(1), 55-68. 

Rahayu, D., & Hidayat, T. (2021). Kesiapan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-
Government di Kabupaten Sleman. Jurnal Birokrasi dan Pelayanan Publik, 7(3), 201-213. 

Rahmawati, A. D. (2024). Kesiapan aparatur desa dalam digitalisasi untuk mewujudkan 
kemandirian desa di Kecamatan Manyaran. Jurnal UNS, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 
4(1), 73-89. 

Renanda, A. A., & Rosidin, A. (2025). Efektivitas pelayanan digital dalam mempermudah birokrasi 
dan pengelolaan data publik. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 1(8). 

Samosir, G. (2023). Kesiapan pemerintah daerah dalam rangka menerapkan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik di Kabupaten Aceh Tenggara. Institut Pemerintahan Dalam Negeri 
Repository.  

Suhendra, D. (2016). Analisis Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015. Jurnal Ilmiah Muqodddimah, 1(1), 34-48. 

Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 
Sutopo, D., & Wulandari, A. (2022). Collaborative Governance dalam Penerapan Smart Village di 

Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(2), 89-102. 
West, D. M. (2022). Digital government: Technology and public sector performance. Washington, 

DC: Brookings Institution Press. 

 
 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1495416921&1&&2017
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah

